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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Pelaksanaan Perda Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

Keberadaan pengemis di suatu daerah bias menjadi 

penyakit masyarakat serta memberkan citra buruk bagi 

Kabupaten Pati. Untuk menjaga citra kota, serta berdasarkan 

amanat undang-undang, maka dibutuhkan perangkat 

pemerintah yang berpayung hokum untuk mengayomi 

masyarakat berupa ketertiban dan ketenteraman dalam wujud 

Peraturan Daerah yang mengandung aturan juga hukuman 

bagi yang melanggar. 

Pengemisan termasuk penyakit masyarakat yang harus 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten 

Pati pengemisan ini telah diatur secara khusus dalam Perda 

Pati Nomor 7 tahun 2018.
1
Peraturan Daerah ini dapat diakses 

secara umum di website Data Base Peraturan JDIH BPK RI. 

Perdaini juga bisadidapatkan di kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Pati dalam Buku Panduan Menegakkan 

Perda. 

Muatan dalam Peraturan Daerah ini berupa pasal-pasal 

berupa ketentuan umum / ketentuan pokok penegakkan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sementara itu 

untuk pelaksanaan teknisnya tertuang dalam Peraturan Bupati 

Nomor 22 tahun 2019 tentang tata cara penerapan sanksi 

administrative terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat.  

Dalam perumusan Peraturan Daerah ini terdapat hal 

menarik di mana berbeda dengan yang diatur dalam Kitab 

Undang-undag Hukum Pidana pasal 504 dan pasal 505, yang 

mengatur sanksi kepada pengemisnya, maka dalam Perda Pati 

No. 7 Th. 2018 yang mendapat sanksi bukan hanya pengemis 

melainkan juga pemberiuang. 

Dijabar kandalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Pasal 23 ayat (1) tentang Tertib Sosial disebutkan : 

                                                           
1
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 
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“Untuk mewujudkan tertib sosial, setiap orang / badan 

dilarang : (b) mencari penghasilan dan / atau meminta-

minta di persimpangan jalan, lampu lalulintas dan 

fasilitas umum lainnya; (d) memberikan uang kepada 

gelandangan, pengemis, pengamen, pengelapmobil 

dan/atausejenisnya di jalan dan / atau tempat umum 

lainnya.” 

 

Penelitian lebih lanjut, Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 7 Tahun 2018 hanya memberikan sanksi administrative 

terhadap pengemis maupun pemberi uang kepada pengemis. 

Dalam Bagian Kedua Belas pada pasal yang sama, Pasal 23 ayat 

(2) tentang Tertib Sosial, menyebutkan bahwa : 

(2) Setiap orang / badan yang melanggar ketentuan Tertib 

Sosial sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat di 

kenakan sanksi administrative berupa : (a) teguranlisan; 

(b) tegurantertulis; (c) membuat pernyataan tertulis; (d) 

daya paksa polisional berupa pengusiran; (e) uang atau 

barang yang di peroleh diamankan dan dapat diminta 

kembali setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat 

yang berwenang; (f) denda administrative sebesarRp 

1.000.000 (satujuta rupiah); dan atau (g) pembinaan atau 

pengiriman kepanti rehabilitasi / pantisosial.  

 

Pada Peraturan Daerah di atas kegiatan pengemisan 

dikategorikan dalam kegiatan yang mengganggu ketertiban social 

sehingga untuk menertibkan pengemisan, yang dijatuhi sanksi 

bukan hanya orang yang meminta-minta, namun juga yang 

member uang kepada peminta-minta.  

Pengaturan pengemisan ini, selain merupakan amanat 

Undang-Undang juga merupakan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Supaya Peraturan Daerah tersebut 

dipatuhi masyarakat maka masing-masing daerah 

merumuskan penjatuhan sanksi dalam Peraturan Daerah yang 

rumusannyaberbeda-beda antara satu daerah dengan daerah 

lainnya. 

Sebagai peraturan pelaksana di tingkatdaerah, 

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati 

Pati Nomor 22 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan 

Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pengenaan sanksi 
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administratif di atas merupakan kewenangan Kepala Satpol 

PP. Sementara untuk pembinaan dan pengiriman kepanti 

rehabilitasi / pantisosial, dilaksanakan oleh Kepala Dinas 

Sosial atau Kepala Satpol  PP dengan permohonan bantuan 

tindakan pembinaan atau pengiriman kepanti rehabilitasi / 

panti social dari Kepala Dinas Sosial.  

Perda  tersebut menempatkan pengemis maupun 

pemberi uang kepada pengemis sebagai penyakit masyarakat 

yang harus dihilangkan dengan upaya represif (razia oleh Satpol 

PP). Dari dua isi pasal tersebut secara tersirat menguatkan bahwa 

pemaknaan pengemisan yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sejalan dengan 

KUHP yang memasukkan pengemisan sebagai pelanggaran 

terhadap ketertiban umum. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Hardi Wakil 

Ketua II DPRD Kabupaten Pati, larangan untuk mengemis 

yang diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenNomor 7 tahun 

2013 itu untuk mencegah para pengemis di perempatan lampu 

lalulintas dan jalanan umum sehingga mengganggu pengguna 

jalan yang lain.
2
 

Pengemis-pengemis di Kabupaten Pati sebelum 

adanya Peraturan Daerah jumlahnya banyak. Mereka sering 

menghalangi orang yang lewat untuk meminta belas kasihan. 

Jika tak diberi, tak jarang mereka mengomeli pengguna jalan. 

Padahal  rata-rata dari pengamatan di lapangan, para pengemis 

itu masih bias bekerja di bidang lain.  

Larangan mengemis dalam Peraturan Daerah Nomor 

7 itu diharapkan mampu mendorong pengemis untuk berhenti 

meminta-minta dan mulai bekerja sesuai dengan kemampuan 

masing-masing. Ketua II DPRD KabupatenPati H. 

Hardimengatakan, pengemis-pengemis itu sebetulnya mampu 

bekerja namun memilih meminta-minta karena pekerjaan itu 

ringan dan tidak membutuhkan keterampilan khusus.
3
 

Pengemis-pengemis itu diarahkan oleh Dinas Sosial, 

untuk dibina agar mau bekerja. Akan tetapi, rata-rata tidak 

                                                           
2
Wawancara H. Hardi, anggota Komisi A DPRD Pati Kabupaten 

Pati dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Pati Pati, tanggal 1 Oktober 

2020. 
3
Wawancara H. Hardi, anggota Komisi A DPRD Pati Kabupaten 

Pati dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Pati Pati, tanggal 1 Oktober 

2020. 
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mau beralih profesi dan tetap kembali mengemis. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh H. Joni Kurnianto, ST., MMT. 

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati. Ia berkata bahwa sifat 

bandel pengemis ini sangat merugikan ketertiban umum. Maka 

untuk mencegah agar bisa berjalan seimbang, disusunlah 

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat, yang mana pemberi uang pun 

dilarang memberikan uang kepada pengemis.
4
 

Ketertiban umum, khususnya ketertiban masyarakat 

terganggu jika banyak pengemis berlomba-lomba meminta belas 

kasihan dari pemberi uang. Oleh karena itu, dalam Peraturan 

Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban Umum dan 

ketentraman masyarakat, diatur larangan untuk mencari 

penghasilan dengan meminta-minta di persimpangan jalan, 

lampu lalulintas dan fasilitas umum lainnya; juga larangan 

memberikan uang kepada gelandangan, pengemis, pengamen, 

pengelap mobil dan/ atau sejenisnya di jalan dan/ atau tempat 

umum lainnya.
5
 

Menurut narasumber, jika yang member uang banyak, 

maka jumlah pengemis akan terus meningkat. Peraturan Daerah 

ini pun mengatur pelarangan  pada orang yang memberikan uang 

kepada pengemis agar jumlahnya menurun. Meskipun sudah 

sering dirazia oleh Satpol PP, akan tetapi para pengemis tidak 

jera dan masih rajin meminta-minta. Hal ini juga dipengaruhi 

oleh banyaknya pemakai jalanu mum yang masih member uang. 

Padahal, keberadaan pengemis merusak image Kota Pati yang 

terkenal sebagai kota kecil terbersih, hingga berhasil meraih 

Adipura 13 kali berturut-turut.
6
 

Pernyataan anggota dewan di atas, menunjukkan 

bahwa keberadaan pengemis di suatu daerah bias menjadi 

penyakit masyarakat serta memberikan citra buruk bagi 

Kabupaten Pati. Untuk menjaga citra kota, serta berdasarkan 

amanat Undang-Undang, maka dibutuhkan perangkat 

                                                           
4
Wawancara H. Joni Kurniawan, S.T., MMt. Wakil Ketua I DPRD 

Pati Kabupaten Pati dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Pati Pati, 

tanggal 1 Oktober 2020. 
5
Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.  
6
Wawancara H. Joni Kurniawan, S.T., MMt. Wakil Ketua I DPRD 

Pati Kabupaten Pati dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Pati Pati, 

tanggal 1 Oktober 2020. 
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pemerintah yang berpayung hukum untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat. Untuk itu 

diperlukan legal formal untuk penanggulangan terhadap 

masalah pengemis berupa Peraturan Daerah. Anggota dewan 

selaku legislatif yang memiliki fungsi penyusunan Perda 

segera merumuskan kebijakan bersama eksekutif demi 

mengatur ketertiban umum. Dewan perwakilan rakyat daerah 

bersama pemerintah daerah sebagai pemrakarsa pembuatan 

perda yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di 

Kabupaten Pati. 

Hukum pidana secara umum memiliki fungsi 

pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat agar 

tercipta kedamaian dan terpeliharanya ketertiban umum. 

Dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat berbagai perang 

kepentingan dan kebutuhan yang apabila tidak diatur dengan 

baik makadapat menimbulkan masalah yang lebih pelik di 

depan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk  

mengatur dengan baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku 

agar peraturan tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat 

mematuhinya.
7
 

Sebagai dasar hukum atau pedoman penyusunan 

Perda Kabupaten Pati tentang ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat dalam pelaksanaan penegakan 

hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis 

berdasarkan ketentuan Pasal  504,  Pasal  505  KUHP  (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) sehingga anggota Dewan 

menindak-lanjuti dengan Perda Nomor 7 tahun 2018.
8
 Dalam 

bidang ketertiban umum, kegiatan pengemisan yang dilakukan 

oleh para gelandangan dan pengemis dikategorikan tindak 

pidana pelanggaran ringan (overtredingen). 

Selanjutnya, ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati No. 7 Tahun 2018 tentang ketertiban umum 

menegaskan sebagai berikut: 

                                                           
7Fuad Usfa A. Pengantar Hukum Pidana, (Malang : UMM Press, 

2006), 5. 
8
Wawancara Ir Bambang Susilo, KetuaKomisi A DPRD Kabupaten 

Pati dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2020. 
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1) Untuk mewujudkan tertib sosial, setiap orang / badan 

dilarang : 

(b) mencari penghasilan dan / atau meminta-minta di 

persimpangan jalan, lampulalu lintas dan fasilitas 

umum lainnya.  

(d) memberikan uang kepada gelandangan, pengemis, 

pengamen, pengelap mobil dan / atau sejenisnya di 

jalan dan / atau tempat umum lainnya.  

2) Setiap orang / badan yang melanggar ketentuan Tertib 

Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikenakan sanksi administrative berupa : 

(a) Teguran lisan; 

(b) Teguran tertulis; 

(c) Membuat pernyataan tertulis; 

(d) Daya paksa polisional berupa pengusiran; 

(e) Uang atau barang yang diperoleh diamankan dan 

dapat diminta kembali setelah mendapatkan 

persetujuan dari pejabat yang berwenang; 

(f) Denda administrative sebesar Rp1.000.000,00 (satu 

juta rupiah); dan/ atau 

(g) Pembinaan atau pengiriman ke panti rehabilitasi / 

pantisosial.9
 

 

Mengacu pada ketentuan hokum pidana tersebut di 

atas, makajelaslah pelanggaran terhadap Pasal 504, 505 

KUHP dan Pasal 23 Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 

2018 berupa kegiatan pengemisan di tempat-tempat umum 

yang dilakukan oleh para pengemis di wilayah kotaPati dapat 

diproses secara hukum dan dikenakan sanksi administratif 

atau rehabilitasi.
10

 

Tidak semua kegiatan pengemisan dapat dikenakan 

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Pati 

tersebut karena sudah ditegaskan secara limitative dalam 

rumusan pasal-pasalnya bahwa yang dapat ditindak, diproses 

secara hukum dan dikenakan sanksi tersebut adalah pemberi 

uang kepada gelandangan, pengemis, pengamen, pengelapan 

mobil dan/ atau sejenisnya di jalan dan atau di tempat umum.  

                                                           
9Perda Kabupaten Pati Nomor 7 tahun 2018 tentang Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat.  
10

Wawancara Ir Bambang Susilo, KetuaKomisi A DPRD 

Kabupaten Pati dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2020. 
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Hal itu berarti kegiatan mengemis yang tidak 

dilakukan di tempat umum seperti pengemis yang meminta-

minta di rumah-rumah penduduk tidak dapat dikenakan sanksi 

administrative menurut Perda Kabupaten Pati tersebut di atas. 

Sementara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

maupun Peraturan Pemerintah di atasnya, tidak mengatur 

hukuman bagi pemberiuang kepada pengemis, karena yang 

dijatuhi sanksi hanya yang melakukan pengemisan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang 

Susilo disebutkan bahwa kegiatan mengemis dilatarbelakangi 

beragam persoalan, diantaranya adalah jumlah pertumbuhan 

penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan 

yang memadai dan kesempatankerja yang tidak selalu sama. 

Namun di sisi lain juga karena mudahnya mendapatkan uang 

dengan cara mengandalkan belas kasihan orang.
11

 

Di samping itu etos kerja yang rendah, gaya hidup 

malas, mendorong seseorang melakukan pengemisan untuk 

mendapatkan uang secara instan tanpa perlu keterampilan atau 

latar belakang pendidikan. Sedangkan pada pemberi uang, 

faktor yang penyebabnya adalah keinginan untuk memberikan 

sedekah. Akibatnya, pengemis menjadi kian banyak seiring 

banyak pula orang dermawan yang hendak berbagi kepada 

pengemis.  

Sebelum berlanjut ke sanksi administratif, Pemkab 

Pati telah melakukan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 

tahun 1990 tentang penanggulangan pengemis dengan upaya 

preventif. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa : 

Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir 

yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan 

pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta 

pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada 

hubungannya dengan per gelandangan dan 

pengemisan.  

 

Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis 

tersebut tidaklah sepenuhnya dapat dilakukan dengan tindakan 

yang bersifat represif saja yaitu berupa penerapan sanksi 

administrasi, melainkan juga disertai dan dikombinasikan 

dengan upaya-upaya yang sifatnya preventif maupun persuasif 

                                                           
11

WawancaraIr Bambang Susilo, KetuaKomisi A DPRD 

KabupatenPatidilakukan pada hariSelasa, tanggal 13 Mei 2020. 
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mengingat permasalahan pengemis ini tidak semata-mata 

merupakan suatu permasalahan hukum, akan tetapi telah 

menjadi permasalahan sosial yang sangat kompleks.  

Dalam wawancara dengan Arief Dharmawan, Kasi 

Opsdal Bidang Tribum dan Transmas terdapat beberapa 

langkah penanggulangan pengemisan di Kabupaten Pati 

secara garis besar dikategorikan dalam dua cara:
12

 

a. Melalui jalur nonpenal (tindakan preventif), yaitu upaya 

penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan 

untuk terjadi kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Hal 

yang sudah dilakukan antara lain :penyuluhan dan 

bimbingan sosial, pembinaan, pembukaan balai latihan 

kerja, menggeliatkan ekonomi kreatif, bantuan sosial.  

b. Melalui jalur penal (tindakan represif), yaitu usaha yang 

dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti 

pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku 

di mana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera. 

Dalam hal ini, petugas Satpol PP rutin melakukan razia 

dan daya paksa polisional berupa pengusiran, penyitaan 

uang yang dihasilkan dari pengemisan. Namun, belum 

pernah menindak langsung pemberi uang.
13

 

Memerinci aturan hukum yang diuraikan guna 

mengatasi penertiban dan penanggulangan pengemis di 

Kabupaten Pati tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 

22/2019 sebagai pedoman pelaksanaan teknis dari Perda 

nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. Penangganan pengemisan tidak 

dapat dilakukan hanya dengan penanggulangan represif saja, 

melainkan juga harus ada upaya preventif, berupa ajakan 

untuk berhenti memberikan uang kepada pengemis di ruang-

ruang publik karena hal itu bisa memicu jumlah pengemis 

yang semakin meningkat signifikan. 

Pemberlakuan upaya represif seperti pemberian 

sanksi pada pengemis maupun orang yang member uang 

                                                           
12

Wawancara Arief Dharmawan, Kasi Operasional dan 

Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

Satpol PP dilakukan pada hariSelasa, tanggal 13 Mei 2020. 
13

Wawancara Arief Dharmawan, Kasi Operasional dan 

Pengendalian Bidang KetertibanUmum dan Ketentraman Masyarakat 

Satpol PP dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2020. 
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kepada pengemis adalah jalan pamungkas untuk mencegah 

pengemis terus beraksi. Jika orang-orang dengan mudah 

memberikan uang kepada pengemis, maka jumlahnya akan 

meningkat karena merasa gampang mendapatkan uang dengan 

cara meminta-minta. Hal tersebut menjadi landasan 

dibentuknya Perda Pati tentang ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. 

Menurut Arief  Dharmawan, Kasi Opsdal Bidang 

Tribum dan Transmas terdapat beberapa langkah 

penanggulangan pengemisan di Kabupaten Pati, yaitu : 

a. Jalur nonpenal (tindakan preventif) adalah upaya 

menanggulangi kejahatan yang sifatnya mencegah agar 

tidak terjadi kejahatan, dan sasaran utamanya ialah hal-

hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Upaya 

nonpenal ini diantaranya adalah penyuluhan, bimbingan 

sosial, pembinaan, pembukaan balai latihan kerja, 

menggeliatkan ekonomi kecil-menengah, dan sebagainya. 

b. Jalur penal (tindakan represif) adalah upaya untuk 

menghadapi kejahatan dengan cara member hukuman 

sesuai dengan hukum yang berlaku di mana tujuan 

memberikan hukuman ini agar pelakunya jera. Dalam hal 

ini petugas Satpol PP rutin melakukan razia dan daya 

paksa polisional dengan cara pengusiran, penyitaan uang 

yang dihasilkan dari pengemis. Akan tetapi, sejauh ini, 

Petugas Satpol PP kabupaten Pati belum pernah menindak 

langsung pemberi uang kepada pengemis. 

Berbagai upaya yang dilakuan (baik upaya preventif 

maupun represif) adalah untuk menanggulangi pengemisan, 

juga merehabilitasi yang memiliki tujuan menekan 

peningkatan jumlah pengemis dan mendorong agar para 

pengemis memiliki kehidupan yang layak dengan cara 

bekerja, bukan meminta-minta. Jika upaya-upaya tersebut 

dilakukan secara maksimal, diharapkan segala permasalah 

pengemis di Kabupaten Pati dapat dientaskan dengan efektif 

dan mendapakan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan 

pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat 

yang tentu menghendaki ketertiban dan ketentraman dalam 

kehidupan social kemasyarakatan. 
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2. Perspektif Hukum Islam tentang Larangan Memberikan 

Uang kepada Pengemis di Kabupaten Pati 

Kata pengemis atau peminta-minta disebut sebagai sa‟il 

oleh Alquran. Penyebutannya diiringi oleh kalimat pembagian 

harta, baik sedekah maupun zakat.
14

 Hal ini menunjukkan bahwa 

Alquran ingin mengentaskan realitas pengemisan yang ada di 

masyarakat dengan cara-cara yang diridhoi Allah 

subhanalahuwata‟ala.  Islam sebagai agama yang sempurna, 

telah mengatur berbagai perkara dengan lengkap.  

Dalil-dalil tentang pengemisan dalam Alquran adalah 

sebagai berikut : 

غٍرًبً كىلٰكًنح الٍبِح مىنٍ اٰمىنى بًًللًٌّٰ  لىيٍسى الٍبِحاىفٍ تػيوىلُّوٍا كيجيوٍىىكيمٍ قً ىيى الٍمىشٍرؽًً كىالٍمى
ً  كىالٍكًتًٰ  كىالنحً ٌ  كى  ىِٕ

 
 ٰ ذىكًل  ٖ  فى ۚ كىاٰتىى الٍمىاؿى  ىٰ ى حي ًٌوٖ  كىالٍيػىوًٍـ اٍ ًٰ رً كىالٍمى

ىـ ال حٰ وةى الٍ يرٍٰ  كىالٍيػىتٰمٰى كىالٍمىسٰ   كىاىقىا
ً يٍْى كىفًى الرٌقًىابًۚ ىىِٕ ً يٍيًِۙ كىالسحا  كًيٍْى كىابٍنى السح

ءً  ءً كىالضحرحا 
ا  بًٍِ نى فًى الٍ ىأٍ ى كىاٰتىى الزحكٰوةى ۚ كىالٍميوٍفػيوٍفى بًعىهٍدًىًمٍ اًذىا  ىاىىديكٍا ۚ كىال ٌٰ

قػيوٍ   ىِٕ ى الحً ٍ نى  ىدى
 
 ىِٕ ى ىيمي الٍميتػح يوٍفى كىحًيٍْى الٍ ىأٍسًۗ ايكلٰ

 
 (177) ا كۗىايكلٰ

Artinya : ―Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 

barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya 

kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 

dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) 

hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan 

zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila 

ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 

kesempitan,  penderitaan  dan dalam peperangan. 

merekaItulah orang-orang yang benar (imannya); dan 

merekaItulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al 

Baqarah : 177) 
15

 

                                                           
14

 Muhammad Rafi, ―Makna Sail dalam Al-Quran :Tujuan Implisit 

Pengentasan Pengemis dalam Ayat-Ayat Sa‘il dan Aktualisasinya,‖ 

Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan Hadis, Vol. 18, No. 1, Januari 2017.  
15

 Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Jakarta: 

BumiRestu,1976) 23. 
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 Ayat di atas berdasarkan terjemahan Ibnu Katsir, sail 

yaitu orang yang berniat meminta, termasuk di antara orang yang 

berhak mendapat zakat dan sedekah. Sebagaimana dikatakan 

Imam Ahmad, telah memberitahukan kepada kami Waqi dan 

Abdurrahman,  keduanya berkata: telah memberitahukan kepada 

kami Sufyan dari Mushab bin Muhammad dari Ya‘la bin Abi 

Yahya dari Fatimah bin Husain dari ayahnya, berkata 

Abdurrahman : Husain bin Ali berkata : ―Rasulullah bersabda : 

bagi orang yang  meminta-minta ada hak,  sekalipun dia dating 

menggunakan kuda.‖
16

 Hal ini senada dengan yang dinyatakan 

Imam Suakani dalam kitab Fathul Qadir yakni sail bermakna 

orang yang meminta-minta, dia berhak mendapatkan sedekah 

darimu.
17

 

Dari dalil di atas, makna sail atau peminta-minta pada 

ayat iniadalah orang yang berkeinginan untuk mengemis dan dia 

sebenarnya berhak menerima pemberian dari kita sebagaimana 

hadis di atas. 

Ayat lain yaitu Adz-Dzariat ayat 19.  

يً كىالٍمىٍ ريكٍ ًـ ىىِٕ
 (19) كىً ٍ  اىمٍوىالًًَمٍ حى قٌّ لًٌ سحا 

Artinya : ―Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak 

mendapat bagian.‖
18

 

 

Maksud ayat ini berdasarkan tafsir imam Nawawi dalam 

Marah Labid maksud dari ayat ini adalah tidak mengumpulkan 

harta melainkan mereka harus menyiapkan sisi atau bagian untuk 

orang yang berhak. Mereka mengetahui bahwasanya pada harta 

mereka terdapat hal bagi orang meminta pemberian dari manusia 

dan juga bagi mutaaffif yang sebagian manusia menganggap 

mereka orang kaya, sehingga mereka tidak diberi oleh sebagian 

manusia tersebut. Mutaafif yaitu orang yang tidak meminta-

minta dan tidak memberi.
19
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Pada ayat di atas, Ibnu Katsir menerjemahkan bahwa di 

antara harta orang kaya terdapat hak yang telah ditentukan bagi 

orang yang meminta, yakni orang yang meminta manusia dan 

memiliki hak, juga bagi mahram atau orang yang tidak memiliki 

porsi pada baitul mal dan tidak pula berusaha mendapatkannya.
20

 

Kegiatan meminta-minta dalam Islam merupakan 

kegiatan yang tidak dianjurkan, sebab Islam mengajarkan kepada 

pemeluknya agar memiliki harga diri dan tidak mengemis 

kepada orang lain, karena tangan di atas itu lebih baik daripada 

tangan di bawah.
21

 Bahkan dalam hadisnya, Rasullulah SAW 

menjelaskan jeleknya orang yang mengandalkan hidup dengan 

mengemis / meminta-minta : 

يػٍره  الٍعيٍ يىا اىلٍيىدي  أٍ  السٍُّ  ىى، الٍيىدً  مًنى   ى ، ً ىنٍ  كىابٍدى يػٍري  تػىعيوٍؿي قى ً  كى ى   ىنٍ  ال حدى
،  ىهٍرً   اللهي   وًً  ي ٍ   ىسٍتػىغٍنً  كىمىنٍ  اللهي،  يعً حوي   ىسٍتػىعًٍ فٍ  كىمىنٍ  غًنًن

Artinya : Tangan yang di atas lebih baikdari pada tangan yang 

dibawah, tetapi hendaklah engkau prioritaskan orang 

yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling 

baik adalah ketika orang  yang bersedekah sudah tidak 

membutuhkan barang yang disedekahkan 

(berkecukupan). Barangsiapa memelihara 

kehormatannya, niscaya  Allah akan memelihara 

kehormatannya. Dan barangsiapa yang merasa 

cukupdengan yang ada, niscaya Allah akan 

mencukupkannya.‛ (HR. Al-Bukhari)
22

 

 

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda : 

  ى ػىزىاؿي الٍعىٍ دي  ىسٍأىؿي كىىيوى غىنًٌِ حىتَّح يَىٍ ي ي كىجٍهىوي فىلَى  ىكيوفي لىوي ً نٍدى الٌلّ كىجٍو
Artinya : ―Seorang hamba yang senantiasa meminta-minta, 

padahal ia berkecukupan maka wajahnya akan menjadi 

melepuh, disisi Allah ia tidak mempunyai muka lagi.
23
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Dari hadis  tersebut  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  

umat Islam dianjurkan agar umatnya  menjaga  kehormatannya  

dengan tidak meminta-minta atau mencari  rezeki dari berusaha 

sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam  

kehidupannya, seperti  berternak, berdagang dan lain-lain. 

Bahkan  dalam  hadis  berikutnya  Rasulullah SAW mengancam  

bagi orang yang menggelandang  dengan  cara  mengemis, 

meminta-minta  padahal  ia  mampu  untuk  berusaha dan 

berkecukupan, maka pada hari  kiamat, wajahnya  akan melepuh 

dan di sisi Allah dia tidak memiliki wajah lagi.  

Islam sangat  perhatian  jika  itu  menyangkut  

mengentaskan  kemiskinan. Terdapat  solusi  dalam agama Islam 

dengan  cara  mewajibkan zakat, menyuruh  infak dan sedekat, 

sehingga  pintu-pintu  rezeki  terbuka dan tidak  ada  saudara  kita 

yang miskin dan kelaparan. Banyak dalil yang menyebutkan  

bahwa  dengan  sedekah, maka  banyak  kebaikan yang dapat  

dipetik  pemberi  sedekah. Maka  umat Islam disuruh  berlomba-

lomba  mensucikan  hartanya  dengan  bersedekah. Karena itu, 

orang yang hanya  menengadahkan  tangan, maka  dia  tak  

mempraktikkan ajaran Islam. 

Umat Islam  juga diperintahkan  berpuasa  selama  satu  

bulan  penuh di bulan Ramadhan. Perintah  tersebut juga 

mengandung  iktibar  bahwa  kita  diperintahkan  untuk  berpuasa 

agar dapat menahan hawa nafsu, baik itu lapar, dahaga,  maupun 

perbuatan maksiat. Dengan berpuasa, umat Islam terlatih untuk 

menahan lapar dan dahaga serta tetap beraktivitas dan beribadah. 

Allah berfirman : 

قىاتي لًٍ  ي ىرىاءً كىالٍمىسىاكًيًْ كىالٍعىامًً يْى  ى ىيػٍهىا كىالٍميؤىلح ىً  قػي يوبػيهيمٍ كىً   إًنَّحىا ال حدى
ً ييً اللّحً كىابٍنً السحً ييً ۖ فىرً ضى ن مًنى اللّحً ۗ كىاللّحي  ىً يمه  الرٌقًىابً كىالٍغىارمًًيْى كىً   ى

 حىكًيمه 
Artinya: ―Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalahuntuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 

zakat, para mualaf yang dibujuk  hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 

untukjalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai  suatu  ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha  mengetahui  lagi  Maha  

Bijaksana‛. (QS. At-Taubah: 60).  
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Kata miskin pada ayat di atas diartikan sebagai orang 

yang mempunyai sesuatu tetapi kurang dari nisab, tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang 

memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan 

hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan.
24

 Walaupun demikian, 

persoalan kemiskinan tidaklah persoalan yang barudalam Islam, 

pada masa Rasulullah SAW pun kemiskinan ini sudah ada, dan 

Allah SWT memerintahkan kita untuk tidak menghardik orang 

yang meminta-minta dengan alasan kemiskinan.  

Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umat Islam 

bahwasanya bekerja merupakan sebuah keharusan agar manusia 

dapat memenuhi kebutuhannya. Beliau tidak mau bekerja dari 

hasil meminta-minta apalagi dengan mengharap belas kasihan 

dari orang lain. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang-orang  

yang  bekerja dengan cara meminta-minta atau mengharap belas 

kasihan dari orang lain. Oleh sebab itu Islam memerintahkan 

umat Islam untuk bekerja dan berusaha. Allah SWT berfirman 

dalam Q.S. At-Taubah ayat 105 : 

تػيرىدُّكفى إًلَىٰ  ىًٰ مً  يػىرىل ٱللّحي  ىمى ىكيمٍ كىرى يوليويۥ كىٱلٍميؤٍمًنيوفى ۖ كى ى كىقييً ٱٍ مى يوا۟ فىسى
ةً فػىيػينػى ًٌ يكيم ً ىا كينتيمٍ تػىعٍمى يوفى  دى  (105) ٱلٍغىيًٍ  كىٱلشحهىٰ

Artinya: ―Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan‖. (Q.S. At-Taubah ayat 105)  

 

Bekerja merupakan salah satu bentuk untuk mencari 

harta dan merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Hukum 

awal seluruh kegiatan muamalah adalah mubah seperti yang 

disebutkan dalam Fiqh muamalah  ْ  terdapat  َ  kaidah berikut: 

حى  ا ٌ  االٍْىٍ يي ً ٍ الٍميعىامى ىً  ااًبًى   أىفٍ  ىديؿح دىليًٍيه  ى ىى تَىٍريًٍْهى
Artinya: ―Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai 

terdapat dalil yang mengharamkannya‖.  
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Dalam kaidah ini dapat diartikan sebagai hokum asal 

dari seluruh transaksi muamalah adalah boleh sampai ada dalil 

yang mengharamkannya.
25

 Adapun tujuan bermuamalah adalah 

mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan (mashlahah) umat 

manusia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada 

lima unsure pokok yang harus di pelihara yang di namakan 

mashlahuh khamsah yang terdiridari agama, jiwa akal, 

keturunan, dan harta.
26

 

Dalam Islam terdapat dua istilah yang mengatur tentang 

pemberian upah terhadap sesuatu yang  ia terimadari hasil kerja 

orang lain yaitu ji‟alah dan ujrah. Jialah artinya sesuatu yang 

diberikan kepada seseorang atas sesuatu yang telah ia kerjakan. 

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq  (1983)  ji‟alah adalah sebuah 

akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat 

diperoleh. Istilah ji‟alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan 

sebagai member upah kepada orang lain atas kepada orang lain 

atas setiap pekerjaan yang dapat memberikan manfaat kepada 

seseorang.  Sedangkan ujrah diberikan oleh seseorang atas suatu 

sewa yang diberikan oleh pemilik sewa.
27

 Menurut Ath-Thayar 

ji‟alah adalah transaksi yang tidak mengikat berbeda dengan 

ijarah yang merupakan transaksi mengikat. Artinya dalam ji‟alah 

pekerja atau pemberi pekerjaan berhak untuk membatalkan 

transaksi, selain itu dalam ji‟alah pekerjaan tidak ditentukan 

sebelumnya oleh kedua belah pihak sedangkan ujrah dalam 

ijarah merupakan suatu transaksi yang mengikat antara pemberi 

sewa dengan penerima sewa baik sewa barang (‗ain) atau jasa 

(adz-dzimah).
28

 

Dalam Islam menyatakan bahwa profesi mengemis 

hukumnya haram.  Profesi pengemis yang menjalankan usahanya 
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dengan cara meminta-minta sangat dicela di dalam Islam 

sehingga hukumnya haram. Adapun dalil yang 

mengharamkannya adalah Hadis Nabi Muhammad SAW yang 

berbunyi : 

ىىاريكف بٍنً رنَىب  ىنٍ كًنىا ى  بٍنً  ػيعىيٍم  ىنٍ  حىدح ػىنىا  يٍ يىافي بٍني  يينىٍ   ىنٍ 
الى  فىأىتػىيٍ ي رى يوؿي اللًٌّ  ى حى الٌلّ  لِ تَىىمح ىٍ  بًِىمى قىً يٍ ى  بٍنً الٍميخىارؽً الًٍَلَى
قى  كى  ا مًنٍ  ػىعىمٍ ال حدى ا فػى ىاؿى  يؤدًٌىىا  ىنٍ ى كى يٍرجًىهى قىاؿى  ى ىيٍوً كى ى حمى أىٍ أىليوي فًيػٍهى

قى  كىقىاؿى يَى قىً يٍ ىوي  قى  أىكٍ إًذىا جىاءى  ػىعىم ال حدى اءىتػٍنىا  ال حدى ا إًذىا جى مىرحة كى يٍرجًيهى
تىٍ  يحي كىقىاؿى مىرحة ثً رىجييو تَىىمح ىٍ  بًِىمى  إًفح الٍمىسٍأىلى ى  ى ةً ؿى احيرٌمًىٍ  إً ح ً   ىلَى

حىتَّح  هىا ثُيح يْيٍسً ى كىرىجييو أى ىابػىتٍوي حىاجى ه كىفىاقى ه حى حٍ  لىوي مىسٍأىلى  حىتَّح  ػيؤىدًٌ 
ا مًنٍ قػىوٍمًوً كىقىاؿى مىرحة رىجيي أى ىابػىتٍوي فىاقى  أىكٍ   ىشٍهىدى لىوي  ىلَى ى ه   مًنٍ ذىكًم الَّىٍجى

ا مًنٍ قػىوٍمًوً   ى ى ى مًنٍ ذىكًمحىاجى  حىتَّح  ىشٍهىدى لىوي أىك  ىكى حمي ثى  أى حوي قىدٍ  الَّىٍجى
أى ىابػىتٍوي حىاجى  أىكٍ فىاقى  إً ح قىدٍ حى حٍ  لىوي الٍمىسٍأىلى ي فػىيىسٍأىؿي حىتَّح  يً يٍ ى قًوىامنا 
ااً ى ن اجٍتىاحىٍ   ادن مًنٍ  ىيٍشً ثُيح يْيٍسً ى كىرىجييو أى ىابػىتٍوي جى مًنٍ  ىيٍشو أىك ً دى

ادنا مًنٍ مىالىوي حى حٍ  لىوي الٍمىسٍأىلى ن فػىيىسٍأى  ؿي حىتَّح  يً يٍ ى قًوىامنا مًنٍ  ىيٍشً أىكٍ  ىدى
( ركاه أحمد) ىيٍشً ثُنح يْيٍسً ى كىمىا كىافى ً وىل ذىلً ى مًنى الٍمىسٍأىلىً   يٍ  ه 

Artinya: ―Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 

'Uyainah] dari [Harun bin Ri'ab] dari [Kinanah bin 

Nuaim] dari [Qabishah bin Muhariq Al Hilali] saya 

mempunyai banyak tanggungan, lalu saya mendatangi 

Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam dan meminta 

bantuan, Lalu beliau bersabda: ―Kami akan 

menyelesaikan tanggunganmu dan mengambilkan dari 

ternak-ternak sedekah‖ Pada lain kesempatan, 

bersabda: "Kami akan membantumu jika sedekah telah 

dating atau jika kita mendapatkan ternak-ternak 

sedekah‖. Lalu beliau bersabda: ―Wahai Qabishah, 

meminta-minta itu tidak boleh, --dalam lain 

kesempatan dengan redaksi diharamkan—kecuali 

dalam tiga kondisi, yaitu kondisi seseorang karena 

mempunyai tanggungan maka diperbolehkan untuk 
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meminta-minta sampai dia mampu untuk 

menyelesaikan tanggungannya lantas berhenti. 

Seseorang yang sedang terdesak karena kebutuhan dan 

kefakiran hingga disaksikan oleh tiga orang dari 

kaumnya yang berakal, --dalam kesempatan lain 

dengan redaksi 'Seseorang yang sedang terdesak karena 

kefakiran dan kebutuhan hingga tiga orang berakal dari 

kaumnya bersaksi atau mengucapkan ucapan bahwa ia 

terdesak kebutuhan atau kefakiran, sehingga meminta 

dihalalkan baginya, lalu dia meminta hingga 

memperoleh penopang hidup atau kecukupan hidupnya 

lantas ia menahan diri, dan ketiga, seseorang yang 

tertimpa musibah (kebangkrutan) sehingga 

menghabiskan hartanya, maka meminta di perbolehkan 

baginya hingga memperoleh penopang atau kecukupan 

hidup lalu ia menahan diri, adapun selain dari tiga 

kondisi tersebut meminta-minta adalah haram.‖ (H.R. 

Ahmad)  

 

Keberadaan pengemis dan gelandangan merupakan 

gangguan kepentingan atau konflik yang harus diatasi dan tidak 

dapat diabaikan sebab tindakan itu akan mengganggu 

keseimbangan tata nansosial yang ada di masyarakat.
29

 Untuk itu 

hukum digunakan sebagai upaya perlindungan kepentingan 

masyarakat dan menjaga keseimbangan tatanan sosial yang ada 

di masyarakat. Sehingga upaya pembuatan peraturan perundang-

undangan perlu di lakukan guna melindungi kepentingan 

manusia di dalam tatanan social masyarakat. Terdapat beberapa 

kaidah sosial yang digunakan sebagai pengatur kehidupan dalam 

bermasyarakat. Salah satunya adalah kaidah sopan santun. 

Kaidah ini didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan kepantasan 

yang berlaku di masyarakat.
30

 Kaidah sopan santun ditujukan 

kepada sikap lahir pelakunya yang konkret demi penyempurnaan 

atau ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan 

perdamaian, dan tata tertib.
31
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Terkait hubungan meminta-minta yang dilakukan oleh 

pengemis, gelandangan dan orang terlantar, tindakan pemerintah 

dalam membuat Perda Nomor  7 Tahun  2018 tentang Ketertiban 

Umum  dan Ketentraman Masyarakat merupakanupaya yang 

cukup efektif dalam menindak lanjuti pengemis, gelandangan 

dan orang terlantar agar populasinya semakin berkurang. Peran 

masyarakat sangat berpengaruh dalam keefektifan Perda 

Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diciptakan, 

khususnya tokoh-tokoh Islam harus berada pada garis terdepan 

dalam usaha mengayomi keberadaan para masyarakat marginal. 

Peran ulama dalam pemberdayaan masyarakat marginal adalah 

membentuk akhlakul karimah yang baik dibantu oleh 

pemerintah. Chodiriyanti dan Irawan berpendapat bahwa 

kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah 

satu cara untuk mengayomi dan menyalurkan potensi pengamen 

agar lebih ekonomis dan menjauhi sifat meminta-minta.
32

 

Pemerintah perlu menyalurkan konstruksi jaminan sosial yang 

berlapis-lapis yang dimulai dari keluarga dan  lingkungan sekitar 

untuk mencegah munculnya pengemis, gelandangan dan orang 

terlantar kembali. 

 

B.  Analisis Penelitian 

1. Analisis Pelaksanaan Perda Pati Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 

Mengemis atau meminta-minta dipandang sebagai 

tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut straafbaar 

yang artinya dihukum dan feit yang berarti kenyataan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa straafbaar feit merupakan 

sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Perbuatan 

pidana ini menunjukkan kepada sifat perbuatan yang dilarang 

oleh hukum, serta pertanggung jawaban pidana untuk 

kesalahan yang menunjuk kepada orang yang melanggar 

dengan dijatuhi hokuman pidana sebagaimana sanksi yang 

berlaku.
33
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Berdasarkan pada ketentuan hokum pidana yang ada, 

maka pelanggaran terhadap pasal 504 dan 505 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana dan pasal 23 Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati nomor 7 tahun 2018 berupa kegiatan 

meminta-minta di tempat umum dalam wilayah Kabupaten 

Pati ini dapat di proses secara hukum dan dijatuhkan sanksi 

administrative atau rehabilitasi.
34

 

Mengacu pada ketentuan hokum pidana diatas, maka 

kegiatan pergelandangan yang dilakukan oleh para gelandangan 

dapat diproses secara hokum dengan sanksi pidana, walaupun 

demikian pemerintah tidak hanya mampu memberikan pidana, 

akan tetapi harus memberikan mereka bekal pengetahuan dan 

skill ataupun keahlian sehingga mereka tidak melakukan 

tindakan pergelandangan lagi. Hal ini disebabkan Undang – 

undang Dasar 1945 telah mengamanahkan bahwa Fakir miskin 

dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka negara harus 

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup mereka, 

baik dari aspek ekonomi maupun pendidikan, sebab, jika ini 

tidak ditangani, maka ini akan menjadi persoalan  yang 

berkelanjutan bagi pemerintah kota yang  ada di Indonesia.  

Pemberian bekal pendidikan ataupun keahlian kepada 

gelandangan dalam Islam disebut dengan hukamta ‘zir, seperti 

yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi : 

الَّاكم المسوؿ ال م   يو أف  د ر لو  ك ضع   ء   سو كأ رتو   ى
فه ا  وج  اا لَـ أف  يسر لو   يي العمي الملَام . معو   تك يو كتعنيو

 لمش و،  عاك و   ذل  أفراد المجتميع  ام ، كأك لوا ا مر  ا   
―Hendaklah dia mengadukan dan meminta kepada hakim atau 

penguasa untuk membantunya, dan Islam wajib mempermudah 

menemukan pekerjaan yang sesuai, masyarakat umumnya harus 

membantunya dan pemerintah khususnya.‖
35

 

 

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tidak ada alasan bagi orang yang mampu bekerja untuk   

hidup dengan cara meminta-minta. Oleh karena itu, pemerintah 
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juga harus memberikan perhatian serius kepada orang yang 

memilih cara mengemis untuk terhindar dari kemiskinan dengan 

cara mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat menambah 

kemampuan dan keahlian mereka di bidang usaha melalui dinas 

terkait. Dengan demikian, produktivitas mereka meningkat, 

sejalan dengan bertambahnya pendapatan mereka melalui jalur 

yang bermartabat, yaitu bekerja dan berusaha. 

 

2. Analisis Pandangan Hukum Islam tentang Larangan 

Memberi Uang kepada Pengemis di Kabupaten Pati. 

Keberadaan  pengemis, gelandangan dan orang 

terlantarmenjadi salah satu  permasalahan yang dihadapi  

pemerintah  guna  mewujudkan  cita-cita  bangsa  yakni  

memberikan  kesejahteraan  bagi  rakyat dan menciptakan  

lingkungan yang tertib serta aman. Upaya untuk menekan jumlah 

populasi  pengemis, gelandangan dan orang terlantar  yakni  

pemerintah menciptakan Perda Kabupaten Pati   Nomor 7 Tahun 

2018 tentang  Ketertiban  Umum dan Ketentraman Masyarakat. 

Keefektifan Perda Nomor 7 Tahun 2018 dalam menindak lanjuti 

pengemis, gelandangan dan orang terlantar agar populasinya  

semakin  berkurang  memerlukan  peran  dari  seluruh  masyarakat. 

Peran masyarakat  sangat  berpengaruh dalam keefektifan  Perda  

Kabupaten  Pati  Nomor 7 Tahun 2018 yang telah  diciptakan, 

khususnya tokoh-tokoh Islam harus berada pada garis terdepan 

dalam usaha mengayomi  keberadaan para masyarakat marginal. 

Peran ulama dalam pemberdayaan  masyarakat marginal adalah 

membentuk  akhlakul  karimah yang baik  dibantu oleh 

pemerintah.  

Upaya yang dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  

mengimplementasi hukum Islam dengan kebijakan local daerah, 

tentu tidak lepas dari berbicara mengenai Islam sebagai ―Politik 

Islam‖ (Siyasah Islamiyah). Politik Islam memiliki  pengertian  

lebih  luas, mengandung  pemikiran yang bermula  dari  masalah  

etika  politik, falsafah  politik, kepercayaan,   hukum, dan 

sebagainya, hingga tata-cara hidup bernegara. Hal ini didukung 

dengan  pengakuan  dari  orientalis Barat yang mengakui  bahwa  

Islam  lebih  dari  sekadar agama, namun  juga  mencerminkan  

system  peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan 

negara secara  bersamaan. Islam bukanlah  semata agama (a 

religion), namun juga merupakan  sebuah  system  politik (a 

political system).  Bahkan  boleh  dikatakan  bahwa  keragaman  
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khazanah  pemikiran  politik Islam itu  bermula pada pemikiran  

tentang hubungan agama dan negara. 

Siyasah Islamiyah memiliki beberapa hal yang menjadi 
dasar  dalam  politik  islam, adapun  dasar yang dimaksudkan  

yakni yang  pertama adalah untuk menjaga agama dan mengatur 
kehidupan dunia (harasatud din wasiyasatud dunya) dalam satu 

tarikan nafas. Kedua, pendekatan kebijakan yang bertumpu pada 

prinsip  yaitu   kebijakan  pemerintah  atas  rakyatnya  didasarkan 

pada kemaslahatan  rakyat (tashorruful imam „alar ra‟iyah  
manuthun bil mashlahah). 

Kemaslahatan  rakyat yang menjadi  kewajiban  

pemerintah  berwujud  perlindungan  atas  hak-hak  dasar  rakyat 

yang terakumulasi dalam lima hak, yaitu: jaminan perlindungan 

agama (hifdhud-din), jaminan  perlindunganjiwa (hifdhun-nafs), 

jaminan perlindung anakal (hifdhul-aql), jaminan perlindungan 

kekayaan (hifdhul-mal), dan jaminan  perlindungan  reproduksi 

(hifdhun-nasl).
36
 Perlindungan  terhadap lima hak  inilah yang 

menjadi  tanggung  jawab  terhadap  berdirinya  sebuah  

pemerintahan (terutama pada negara yang memberi kebebasan 

pada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan beragama 

terkhusus agama Islam yang berdasarkan UUD 1945) dengan 

mengolaborasikan konsep dan metode implementasi hukum-

hukum yang sesuai dengan syariat Islam menurut Al-Quran dan 

Hadist. Sementara itu, rakyat atau umat, mempunyai kewajiban 

patuh dan taat kepada pemerintah, selama pemerintah pemegang 

kekuasaan tetap menjalankan amanat dan berbuat keadilan, 

sebagai mana disebutkan pada QS. An-Nisa ayat 58. 

مٍتيمٍ بػىيٍْى النحاسً أىفٍ  تً إًلَىٰ أىىًٍ هىا كىإًذىا حىكى إًفح اللّحى يَىٍميريكيمٍ أىفٍ تػيؤىدُّكا الٍْىمىانَى
يعنا بىً  نا  تَىٍكيميوا بًًلٍعىدٍؿً ۚ إًفح اللّحى  عًًمحا  ىعًظيكيمٍ بًوً ۗ إًفح اللّحى كىافى سَىً

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.‖ 
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Hifdhud-din ialah umat Islam berkewajiban menjaga 

agamanya dengan baik. Esensinya yakni menjaga rukun Islam 

yang lima mulaidari syahadat, menjalankan shalat lima waktu, 

membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan melaksanakan 

ibadah haji bagi yang mampu.
37

 

Hifdzun nafs memiliki pengertian bahwa umat Islam 

berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. 

Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan 

antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu 

dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi 

kasih saying dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa‘: 29:
38

 

ا  كى ى تػىٍ تػي يوا أى ػٍ يسىكيمٍ ۚ إًفح اللّحى كىافى بًكيمٍ رىحًيمن
Artinya: ―Janganlah kalian membunuhdiri kalian! Sesungguhnya 

Allah Maha penyayang terhadap kalian.‖ 

 

Hifdhu al-aql merupakan konsep penjagaan akal. 

Memelihara hifdhu al-aql yang berarti bahwa umat Islam 

diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-

hari. Sehingga umat Islam  diwajibkan untuk mencari ilmu dan 

pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup sebagai 

bekal dalam mengarungi kehidupan dan terhindar dari godaan 

dunia. Menjaga kesehatan mental/ akal meliputi larangan 

melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan kewarasan akal 

itu sendiri. Seperti misalnya mengkonsumsi barang-barang yang 

memabukkan, atau bahkan melakukan tindakan yang diluar akal 

seperti mendatangi dukun, berbuatan thayyarah (ramalan buruk), 

undi nasib, perjudian, dan lain sebagainya.  Allah SWT telah 

berfirman Q.S. Al-Maidah: 90:
39

 

يـ رجًٍسه مًنٍ  ىمىيً  يٍسًري كىالٍْىٍ  ىابي كىالٍْىزٍ ى ا الحً  نى آمىنيوا إًنَّحىا الْىٍمٍري كىالٍمى يَى أى ػُّهى
 فىاجٍتىنً يوهي لىعى حكيمٍ تػيٍ ً  يوفالشحيٍطىافً 
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Artinya: ―Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

khamr, perjudian, undi nasib, dan azlam merupakan 

perbuatan menjijikkan pekerjaannya syaithan. Oleh 

karena itu jauhilah agar kalian termasuk orang yang 

beruntung.‖  

 

Syeikh Al-Thabary dalam Kitab Tafsir Al-Thabary: 122, 

memberikan penjelasan mengenai ayat tersebut sebagai: 

ك  تعدكا : ثُ قاؿ. فنهاىم ب ل   ن تَريم ما أحيٌ الله لَم من الطي ات
أ ضا   حدكدم، فت ٌ وا ما حرم    يكم، ف ف ذل  لكم ق  جااز، 

 تَريم ما حٌ   ، كإني   أح  المعتد نكما غ  جااز لكم 
Artinya: ―Allah SWT melarang  kaum yang beriman  dari  

mengharamkan  suatu  perkara yang baik yang 

dihalalkan oleh Allah untuk  mereka. Kemudian  

disertai dengan firman: ―janganlah kalian melampaui‖ 

batas-batas yang telah  aku  tetapkan, yaitu  termasuk  

kamu  menghalalkan  apa yang aku  haramkan  kepada 

kalian, karena  sesungguhnya  hal yang demikian  itu  

adalah tidak boleh, sebagaimana tidak boleh bagimu 

mengharamkan perkara yang halal. Sesungguhnya aku 

tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas‖  

 

Hifdzul  maal  yaitu  penjagaan  harta. Umat Islam 

diharuskan untuk memelihara hartanya melalui kasab atau usaha 

yang halal. Sehingga  harta yang diperolehnya  menjadi  berkah  

dalam kehidupannya dan mendapat ridhodari Allah SWT. Dalil 

asal  dari  penjagaan  harta  ini  adalah  hadis, sebagaimana  

diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari, No. Hadits. 1477:
40

 

الًده : حىدح ػىنىا  ػىعٍ يوٍبي بٍني إًبػٍرىاىًيٍمى، حىدح ػىنىا إًسٍَىاً يٍيي بٍني  ي يح  حى ح ػىنىا  ى
اء،  ىنً ابٍنً أىٍ وعى،  ىنً الشٌعً ًٌ  بى ى عٍ فً شي بٍ ميغً ىةً ؿٍ ح ىدح ىنًِ كىاتً ي ا: الَّىٍ ح

تىوي مًنى عٍ ءو  ىمً مٍ إًلَىح بًشى  بٍ تي ؾٍ أىفً ا: بى ى عٍ فً شي بٍ ميغً ىةً ؿٍ كىتى ى ميعىاكً ى ي إًلَى ا: قىاؿى 
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:  ىلَى ن   ٍـإًفح اللهى كىرهًى لى ي ":  ػى يوؿي صلى الله عليه وسلم تي النحً ح عٍ  ىمً : قً مٍ ، فىكىتى ى إًؿى صلى الله عليه وسلمالنحً ًٌ 
، كىإًضىا ى ى اؽً   (ركاه ال خارم. )رىةى السُّؤىاؿً ثٍ مىاؿً، كىؾى ؿٍ  يى كىقىاؿى

Artinya: Ya‘qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: 

Isma‘il bin ‗Ulayyah menceritakan kepada kami: 

Khalid Al-Hadzdza` menceritakan kepada kami dari 

Ibnu Asywa‘, dari Asy-Sya‘bi: Juru tulis Al-Mughirah 

bin Syu‘bah menceritakan kepadaku. Beliau berkata: 

Mu‘awiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin 

Syu‘bah yang isinya: Tuliskan kepadaku sesuatu yang 

engkau dengar dari Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam. Lalu Al-Mughirah menulis surat kepadanya: 

Aku mendengar Nabi shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, ―Sesungguhnya Allah membenci tiga hal 

untuk kalian: Qil wa qal (larut dalam pembicaraan 

yang tidak ada faedahnya),   menyia-nyiakan harta, 

dan banyak meminta (tanpa hajat)" (HR. Bukhari) 

 

Menyia-nyiakan  harta  termasuk  bagian yang dibenci 

oleh syariat  sebagaimana  hadis di atas. Termasuk  tindakan  

menyia-nyiakan  barang  ada  beberapa  perincian, 

sebagaimanadalam catatan kaki dari Kitab tersebut, yaitu: 

 ا راؼ فيو   الم احاتبإ  اق    المعا ي أك ا –إضا   الماؿ 
Artinya: ―Menyia-nyiakan harta, yaitu  menginfakkannya dalam 

kemaksiatan, atau  berlebih-lebihan  dalam  

penggunaannya untuk perkara yang mubah‖ 

 

Adapun  pengertian  dari  hifdzun  nasl  ialah  umat Islam 

berkewajiban  untuk  menjaga  keturunan yang jelas  nasabnya. 

Oleh karena  itu Islam mengharamkan  adanya  praktik  

perzinahan.
41

 

Islam mengatur tata kehidupan  manusia  untuk  

mendapatkan kebahagiaan baik hidup di dunia maupun  akhirat  

nanti. Sehingga  umat  muslim  akan  terdorong  untuk  selalu  

melaksanakan  tindakan yang positif dan bermanfaat  bagi orang 

lain. Perbuatan yang baik  ini  menjadi  awal  majunya  sebuah  

masyarakat dan bangsa. 

                                                           
41

 Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih  Terapan dan 

Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean, Kab. Gresik, Jatim. 



61 

Dalam Islam, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk 

menghukum seseorang atas perbuatannya, akan tetapi juga untuk 

mendidik orang tersebut agar belajar  dari  perbuatannya  untuk  

tidak mengulangi kesalahannya lagi, juga untuk mendidik orang 

lain agar tidak meniru perbuatan salah tersebut. Mendidik dalam 

hokum pidana islam dikenal dengan takzir yang pengertiannya  

adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim 

karena  tidak  terdapat  dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan  

secara  istilah  adalah  hukuman yang diberikan  kepada  pelaku  

dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan.  

Yusuf Qardhawi  mengemukakan  bagaimana Islam 

mengonsep sebuah solusi dalam mengentaskan kemiskinan, agar 

terhindar  dari  perbuatan  mengemis  diantaranya  mengupayakan  

pekerjaan, mencukupi  keluarga yang lemah, memberdayakan 

zakat, dan bersedekah. Beliau berpandangan bahwa  pemidanaan 

terhadap gelandangan dan pengemis harus memperhatikan nilai-

nilai  keadilan  namun  tidak  mengenyampingkan  nilai  kepastian  

hukum dan kemanfaatannya, sebagaimana  tiga  pilar  tujuan  

sebuah  hukum yang harus  dipedomani  dalam  sebuah  system  

hukum yang dapat  ditegakkan di masyarakat  dalam  sebuah 

negara.  

Prinsip-prinsip tersebut merupakan untuk mewujudkan 

tujuan  hokum  islam yang sebenarnya (Maqasid As-Syariah), 

salah satudi  antaranya  adalah  hifdz al-Ird (Menjaga  

Kehormatan). Memiliki  harta  merupakan  sebuah  kehormatan,  

dan  sebaliknya, meminta-minta dan hidup  dari  belas  kasihan 

orang lain dengan bergelandangan adalah perbuatan yang  tidak 

terhormat. Islam sangat  menghargai dan menjaga  kehormatan 

orang lain, sehingga Islam dengan sangat lengkap mengaturnya 

dengan sedemikian rupa sehingga melalui pintu zakat, infak dan 

sedekah agar umat Islam tidak terhina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


